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ABSTRAK 

 

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk 

kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan 

perkembangan fisik, mental dan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 telah memberikan 

gambaran perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak. Permasalahan aturan sistem 

peradilan pidana anak ini dapat di terapkan secara objektif pada semua anak yang berkonflik 

dengan hukum. Tujuan tujuan penelitian ini untuk mengetahuai 1) ketentuan system peradilan 

anak pemakai narkota jensi sabu-sabu berdsarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 

2012 Tentang Sistem Perdilan Anak. 2) mengetahui mekanisme perlindungan hukum 

pengguna terhadap anak yang menjadi pemakain narkotika jenis sabu-sabu.  

Metode penelitian ini menggunakan  penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Bahan hukum menggunakan Bahan hukum 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Anak. Teknik 

pengumpulan data bahan-bahan hukum tertulis. Analisis bahan hukum menggunakan ata-data 

primer dan data-data sekunder berdasarkan permasalahan yang ada.  

Hasil penelitian yaitu 1) Ketentuan sistem peradilan anak pemakai narkoba jenis sabu-

sabu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

dan Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dilihat dari tingkat keadilan 

restoratif adalah menyelesaikan masalah dengan cara mufakat, tapi pada kenyataannya hal 

tersebut tidak terlaksana dengan baik. 2) Mekanisme perlindungan hukum pengguna terhadap 

anak yang menjadi pemakain narkotika jenis sabu-sabu yaitu perlindungan hukum terhadap 

anak penyalahguna narkotika diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat 

dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, dengan 

mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Substansi perlindungan hukum yang 

diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses 

peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, dengan 

menggunakan prinsip keadilan restoratif. 
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ABSTRACT 

 

Children as perpetrators of criminal acts must be treated humanely for the best interests of the 

child to realize growth and provide physical, mental and social development. Law No. 11 of 

2012 has provided an overview of legal protection based on children's rights. The problem is 

that the rules of the juvenile criminal justice system can be applied objectively to all children 

who are in conflict with the law. The aim of this research is to find out 1) the provisions of the 

justice system for children who use the drug type methamphetamine based on Law Number 11 

of 2012 concerning the Juvenile Justice System. 2) know the legal protection mechanism for 

users of children who use crystal methamphetamine. 

This research method uses normative legal research with this type of research analyzed using 

descriptive research. Legal materials use legal materials from Law Number 11 of 2012 

concerning the Juvenile Justice System. Data collection techniques for written legal materials. 

Analysis of legal materials using primary data and secondary data based on existing problems. 

The results of the research are 1) The provisions of the justice system for children who use 

methamphetamine drugs based on Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System and 

Criminal Justice for Children and PERMA Number 4 of 2014 seen from the level of restorative 

justice are resolving problems by consensus, but in reality this was not implemented well. 2) 

The legal protection mechanism for users of children who use crystal methamphetamine, 

namely legal protection for children who abuse narcotics, is regulated in Law no. 11 of 2012 

concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The law stipulates that legal 

protection can be carried out by fulfilling children's rights during the criminal justice process, 

by seeking to resolve cases outside of court. The substance of legal protection regulated in the 

SPPA Law is to fulfill the rights of children undergoing the criminal justice process in such a 

way as to avoid harsh judicial processes, using the principles of restorative justice. 
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